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UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta 
Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4  
Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri 
atas hak moral dan hak ekonomi. 
Pembatasan Pelindungan Pasal 26  
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap: 
i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan 

peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;  
ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian 

ilmu pengetahuan;  
iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, 

kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; 
dan  

iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang 
memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin 
Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran. 

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 
1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). 

2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak 

Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

mailto:%20info@lajagoe.com
http://www.lajagoe.com/
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KATA PENGANTAR 

 

 

 

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakaatu 

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat 

penting dalam kehidupan masyarakat. Mereka bertanggung 

jawab untuk menyediakan berbagai layanan dasar, 

membangun infrastruktur, dan menjalankan berbagai 

program yang membentuk kualitas hidup warganya. Oleh 

karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk 

menjalankan tugas mereka dengan efisien, efektif, dan 

transparan. 

Buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman 

yang komprehensif tentang akuntansi keuangan pemerintah 

daerah. Akuntansi keuangan adalah alat yang kuat yang 

membantu pemerintah daerah dalam mengelola sumber 

daya finansial mereka dengan bijak dan memberikan 

laporan yang akurat kepada pemangku kepentingan. Kami 

akan menjelajahi berbagai aspek dari akuntansi keuangan 

pemerintah daerah, termasuk konsep dasar, prinsip-prinsip 

akuntansi, serta praktik dan prosedur yang relevan. 
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Buku ini ditujukan tidak hanya kepada para praktisi 

akuntansi pemerintah daerah, tetapi juga kepada 

mahasiswa, pemimpin pemerintah daerah, legislator, 

auditor, dan siapa pun yang tertarik untuk memahami 

bagaimana keuangan pemerintah daerah dikelola dan 

dilaporkan. Dalam buku ini, kami akan membahas isu-isu 

yang relevan, termasuk perubahan dalam standar 

akuntansi, pelaporan kinerja, pengelolaan dana, dan 

banyak lagi. 

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua 

pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. 

Semoga buku ini dapat memberikan wawasan yang 

berharga dan membantu meningkatkan pemahaman 

tentang akuntansi keuangan pemerintah daerah. 

Selamat membaca, dan kami berharap buku ini 

menjadi sumber pengetahuan yang bermanfaat. 

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakaatu 

 

      Salam  

 

      Penulis 
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RINGKASAN 

 

 

 

 

Buku ajar "Akuntansi Keuangan Daerah" adalah sumber 
informasi komprehensif yang dirancang untuk mahasiswa, 
profesional keuangan, dan mereka yang tertarik untuk 
memahami akuntansi keuangan pemerintah daerah. Buku 
ini menguraikan berbagai konsep, prinsip, dan praktik yang 
terkait dengan pengelolaan keuangan pemerintah daerah. 
Dalam buku ini, pembaca akan diajak untuk memahami 
dasar-dasar akuntansi keuangan daerah, termasuk 
anggaran, pendapatan, dan belanja. Konsep-konsep seperti 
pembiayaan, pengelolaan dana, dan penilaian aset tetap 
juga dijelaskan secara rinci. Penekanan diberikan pada 
pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintah yang 
berlaku, seperti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 
serta bagaimana menerapkannya dalam praktik akuntansi 
sehari-hari. Selain itu, Buku ini disusun dengan jelas, 
dilengkapi dengan contoh-contoh kasus, studi kasus, dan 
latihan-latihan praktis yang membantu pembaca 
memahami dan menerapkan konsep-konsep akuntansi 
dalam konteks pemerintah daerah. 
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GLOSARIUM 
 

 

 

 

1. Akuntansi Keuangan Daerah: Sistem pencatatan, 

pelaporan, dan pengendalian keuangan yang digunakan 

oleh pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya 

finansial dan melaporkan kinerjanya. 

2. Anggaran: Rencana keuangan tahunan pemerintah 

daerah yang menggambarkan pendapatan yang 

diharapkan dan pengeluaran yang diizinkan untuk 

berbagai program dan kegiatan. 

3. Pendapatan: Uang atau nilai yang diterima oleh 

pemerintah daerah dari berbagai sumber, termasuk 

pajak, hibah, dan penerimaan lainnya. 

4. Belanja: Pengeluaran yang dikeluarkan oleh 

pemerintah daerah untuk mendukung program, 

layanan, dan proyek-proyek tertentu. 

5. Aset Tetap: Properti dan peralatan yang dimiliki oleh 

pemerintah daerah dan digunakan dalam operasi rutin 

atau proyek-proyek jangka panjang. 

6. Kewajiban: Utang atau kewajiban finansial yang 

dimiliki oleh pemerintah daerah, seperti utang obligasi 

atau utang lainnya. 
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7. Pembiayaan: Sumber dana yang digunakan untuk 

mendukung belanja pemerintah daerah, termasuk 

pinjaman, hibah, dan pendapatan yang belum 

dihabiskan. 

8. Amortisasi: Pengurangan nilai aset tetap atau 

kewajiban jangka panjang secara seiring waktu. 

9. Depresiasi: Pengurangan nilai aset tetap seperti 

gedung dan kendaraan dalam pencatatan akuntansi 

seiring waktu. 

10. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Dokumen yang 

memuat informasi tentang keuangan pemerintah 

daerah, termasuk Laporan Pendapatan dan Belanja, 

Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas. 

11. Catatan Atas Laporan Keuangan: Bagian dari laporan 

keuangan yang menjelaskan atau memberikan detail 

tambahan tentang item tertentu dalam laporan. 

12. Surplus: Kelebihan pendapatan daripada belanja dalam 

anggaran pemerintah daerah. 

13. Defisit: Kekurangan pendapatan daripada belanja 

dalam anggaran pemerintah daerah. 

14. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): Organisasi 

independen yang bertanggung jawab untuk memeriksa 

dan menilai laporan keuangan pemerintah daerah serta 

menjalankan fungsi audit. 
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15. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP): Panduan dan 

prinsip akuntansi yang digunakan untuk mengatur 

praktik akuntansi pemerintah daerah. 

16. Standar Akuntansi Keuangan Pemerintahan (SAKIP): 

Panduan dan prinsip akuntansi yang digunakan untuk 

mengatur praktik akuntansi pemerintah daerah. 

17. Dana Cadangan: Dana yang disimpan oleh pemerintah 

daerah sebagai cadangan untuk menghadapi situasi 

darurat atau kebutuhan mendesak. 

18. Pengawasan: Proses pemantauan dan evaluasi kinerja 

keuangan pemerintah daerah oleh pihak-pihak terkait, 

termasuk warga, legislator, dan pihak eksternal. 

19. Akuntabilitas: Prinsip akuntansi yang mengharuskan 

pemerintah daerah untuk bertanggung jawab atas 

pengelolaan dan pelaporan keuangan mereka. 

20. Transparansi: Keterbukaan dan keterbacaan informasi 

keuangan pemerintah daerah bagi pemangku 

kepentingan 

21. Biaya Tetap: Biaya yang tidak berubah seiring dengan 

volume aktivitas atau pengeluaran pemerintah daerah, 

seperti biaya sewa untuk gedung kantor. 

22. Biaya Variabel: Biaya yang berubah seiring dengan 

volume aktivitas atau pengeluaran pemerintah daerah, 

seperti biaya bahan dan tenaga kerja yang terkait 

dengan proyek tertentu. 
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23. Laporan Operasional Pemerintah Daerah: Laporan yang 

menggambarkan kinerja operasional pemerintah 

daerah, termasuk pendapatan dan belanja untuk 

program dan layanan tertentu 

24. Penerimaan Kas: Uang yang diterima oleh pemerintah 

daerah dalam bentuk tunai atau setara kas. 

25. Pendapatan Tak Terbatas: Pendapatan yang tidak 

memiliki batasan waktu penggunaannya, seperti 

pendapatan dari hibah yang dapat digunakan pada 

berbagai proyek. 

26. Pendapatan Terbatas: Pendapatan yang harus 

digunakan untuk tujuan tertentu sesuai dengan 

peraturan atau hukum yang berlaku. 

27. Pajak: Pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah 

daerah dari warga atau perusahaan sebagai pajak atas 

pendapatan atau properti mereka. 

28. Ekuitas: Bagian dari aset pemerintah daerah yang 

dimiliki oleh pemangku kepentingan, yang dapat 

mencakup ekuitas bersih dan dana cadangan. 

29. Pembiayaan Internal: Sumber dana yang berasal dari 

pendapatan yang belum dihabiskan atau surplus 

anggaran pemerintah daerah. 

30. Pembiayaan Eksternal: Sumber dana yang berasal dari 

pinjaman, utang obligasi, atau hibah dari pihak luar. 
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31. Pengalihan Dana: Pemindahan dana antarakun atau 

program dalam pemerintah daerah untuk memenuhi 

kebutuhan atau proyek tertentu. 

32. Evaluasi Kinerja: Proses untuk mengukur dan menilai 

efektivitas program dan layanan yang didanai oleh 

pemerintah daerah. 

33. Kebijakan Akuntansi: Panduan dan aturan yang 

digunakan oleh pemerintah daerah untuk menerapkan 

prinsip-prinsip akuntansi dalam pengelolaan keuangan 

mereka. 

34. Perencanaan Keuangan: Proses penyusunan rencana 

keuangan jangka panjang pemerintah daerah untuk 

mencapai tujuan keuangan mereka. 

35. Pelaporan Kinerja: Proses menyusun dan menyajikan 

informasi tentang pencapaian tujuan dan kinerja 

pemerintah daerah kepada pemangku kepentingan. 

36. Dana Pemerintah Daerah: Entitas yang berfungsi 

sebagai entitas akuntansi terpisah untuk mengelola 

keuangan dan operasi pemerintah daerah dengan lebih 

terfokus. 

37. Perubahan Ekuitas: Laporan yang menunjukkan 

perubahan dalam ekuitas pemerintah daerah dari 

periode ke periode, mencakup investasi pemilik, 

pendapatan bersih, dan lain-lain. 



316  | A k u n t a n s i  K e u a n g a n  D a e r a h  

 

38. Gedung dan Peralatan: Jenis aset tetap yang mencakup 

gedung-gedung, peralatan kantor, dan fasilitas lain 

yang dimiliki dan digunakan oleh pemerintah daerah. 

39. Biaya Overhead: Biaya-biaya operasional yang tidak 

dapat diatribusikan secara langsung ke suatu proyek 

atau program tertentu dan sering kali dikelompokkan 

sebagai biaya tidak langsung. 

40. Akuntansi Dana: Sistem akuntansi yang memisahkan 

dana pemerintah daerah menjadi berbagai jenis dana, 

seperti dana umum, dana khusus, dan dana lainnya, 

untuk memudahkan pelacakan dan pengelolaan. 

41. Dana Khusus: Dana yang diwujudkan untuk tujuan 

tertentu dan hanya dapat digunakan sesuai dengan 

tujuan tersebut, seperti dana pendidikan atau dana 

infrastruktur. 

42. Laporan Tahunan: Dokumen yang menyajikan ringkasan 

pencapaian dan kinerja pemerintah daerah selama 

satu tahun anggaran. 

43. Audit Keuangan: Proses pemeriksaan independen atas 

laporan keuangan pemerintah daerah oleh auditor 

eksternal untuk memastikan akurasi dan kepatuhan. 

44. Dana Dekonstruksi: Dana yang digunakan untuk 

menutupi biaya pemutusan hubungan kerja dan 

manfaat lainnya bagi karyawan yang dipecat atau 

pensiun. 
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45. Pembatalan Anggaran: Tindakan pemerintah daerah 

untuk membatalkan atau mengurangi dana yang telah 

dianggarkan untuk suatu program atau proyek 

tertentu. 

46. Surat Utang: Instrumen keuangan yang dikeluarkan 

oleh pemerintah daerah sebagai bentuk utang, sering 

kali dalam bentuk obligasi atau surat perintah 

pembayaran. 
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